
BUPATI ACTH BTSAR

PERATURAN BUPATI ACEH RESAR
NOMOR 2i' TAHUN 2O2O

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BBSAR TAHUN ANGGARAN 2O2O

BI SMI LLAH IRRAH MANI RRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang : a.

BUPATI ACEH BESAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tal run 2O2O
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2A2O, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabararl
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggarafl 2O2O sebagai
landasan operasional pelaksana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penjabaran
Perubahan A,rggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2O2t.t;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 10921;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun L999
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi
Daerah Istimerva Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia TaLrun 1999 Nomor 172, 1'ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor tT Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara . Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2CO4 Nornor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOQ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor IO4, Tambahan Lembaran Negara. Republik
Indonesia Nomor 44211;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, 1',embahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a633);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara' Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembararl Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2A tentang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-I?) danlatau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tah:in 2OOO
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor 2LO, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO2Sl;

12. Perahran.- 
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L2.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembar.tn Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembararl Negara Republik Indonesia
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O7O Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Neg;ara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 467a1;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (LembarAn Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor L23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

17 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 201'[ tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara lDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia 'Iahun 2OL4 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik .Indonesia
Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 20l4 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara f Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor L42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523).;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaratr Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara

Reoublik.. JV
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Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 586a);

19. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 201!) tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221

2O.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 33);

2I . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2L Tahun 2O 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I 3 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL 1 Nomor
310) ;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
20II tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2ALl Nomor 450),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor i',2 Tahun
20l1 tentang Pedoman Pemberian Hitrah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
20L9 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9
Nomor 65);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2O2O tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 Di Lingkunga.n Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2At,O Nomor
2ae);

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
35/PMK.07 l2O2O tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2O2A
Dalam Rangka Penanga.na.n Pandemi Corona Vints
Disease 2019 (COVID-I?) dxr/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 3771;

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76 /PMK.O7 /2O2O tentang Pengelolaan Cadangan
Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2O2O

,"n*.{
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
678);

27 . Qanun Aceh Nom or 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak
dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi
Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2008 Nomor L2, Tambahan
Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor
12), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2OL8 tentang
Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun
2OA8 tentang Tata Cara Pengalokasian J'ambahan
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Btrmi dan
Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh
Tahun 2Ol8 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh
Nomor LO2);

28. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor O3);

29. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupa.ten Aceh Besar (Lemb ararl Kabupaten
Aceh Besar 'l'ahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);

30. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2077
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Kabupaten
Aceh Besar (Lembararl Kabupaten Aceh Besar Tahun
2Ol7 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh
Besar Nomor 58);

31. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2O2O
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2O2O
(Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2O2O Nomor
3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2O2O.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Besar Tahun Anggararr 2A2O semula berjumlah Rp.
1.976.895.424.752,O8 bertambahlberkurang sejumlah Rp.
58. 191.956.015,48 sehingga menjadi Rp. 2.035.O87.380.767,56 dengan
rincian sebagal berikut:

l.Pendapotrr... 
f
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1. Pendapatan Daerah

. a. Semula Rp. 1.854.113.790.063,08

b.Bertambah/(berkurang) Rp. 50.270.499.160.00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.9o4.384.249.223,O4

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp.1.976.895.424.752,O8

b. Bertambah/(berkurang) Ru. 58.191.956.015.48

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.035'087.380.767.56

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (130.703'091.544,481

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 122.747.634.689,00

2)Bertambah/(berkuransl Rp. 8.921.456.855.48

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 131.703.091.544,48

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 0,O0

2)Bertambah/(berkurang) Rp 1.0o0.o0o.00o.0o

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 130.703.091.5aa.a8

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan' Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2O2O sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
(1) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
lampiran II Peraturan Bupati ini dengan lampiran perubahan
tercantum secara tersendiri yang merinci item perubal ran pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

(21 Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. \ .

Pasorl 4..... .y
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng':indangan
Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 Oktober 2020 M

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 Oktober 2O2A M

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2O2O NOMOR 27.

6 Rabiul Awal 1442 H

I -- --- ^ -- . -.rFrr nF. A r-r o
{r 

BUPATI ACEH BES^\r

MAWARDI ALI


